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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR 9,_ TAHUN 2023 

TENT ANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

APARATUR SIPIL NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, 
meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja Pegawai 
Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil 
sehingga dapat mendorong peningkatan dalam 
menyelenggarakan pemerintahan daerah, telah diberikan 
tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah 
Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat 
Nomor 22 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dan terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 83 
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 22 Tahun 2021; 

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan 
perkembangan saat 1111, maka Peraturan Gubernur 
mengenai tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan 
Pemerintah Daerah dimaksud, perlu dilakukan 
penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubemur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11  Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11  Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

10 .  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011  ten tang 
Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011  Nomor 454); 

1 1 .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1636); 

12 .  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan 
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1047); 



Menetapkan 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analieis -Jabatan di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 
tentang Mutasi Antar Kabupaten/ Antar Kota Provinsi dan 
Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1034); 

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nom01· 972); 

18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom01· 391 ) ;  

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangka.t Daerah Provinsi 
Kalima.ntan Barat (Lembaran Da.erah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 

20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75 Tahun 
2019 ten tang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 75) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas 
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2021 Nomor 42). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1 .  Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 



3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Barat. 
5. Instansi Pusat adalah kementerian, Lembaga pemerintah 

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan 
lembaga nonstruktural. 

6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat 
daerah kabupetan/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat 
dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan Lembaga teknis 
daerah. 

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 
Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara 
lainnya clan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai 
Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah 
Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS 
dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan 
pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, 
kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektiflainnya. 

1 1 .  Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan 
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

12 .  Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan 
organisasi. 

13 .  Jabatan Pimpinan Tinggi, yang selanjutnya disingkat JPT adalah 
sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 

14 .  Jabatan Administrasi, yang selanjutnya disingkat JA adalah 
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan clan pembangunan. 

15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok 
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

16. Jabatan Pelaksana adalah merupakan kelompok jabatan yang 
mempunyai tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

17 .  Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 
yang dipimpinnya. 

18 . Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

19 . Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada aspek 
aktivitas kerja dan disiplin kerja. 

20. Aktivitas kerja Pegawai adalah pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi 
pegawai serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan. 



21.Menit Kerja dalam 1 (satu) hari adalah 510 (lima ratus sepuluh) menit. 
22. Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan 

berupa setuju a.tau tidak setuju/menolak setiap aktivitas yang 
disampaikan oleh bawahan. 

23.Realisasi Menit Kerja merupakan waktu penyelesaian pelaksanaan tugas 
yang telah divalidasi atasan langsung. 

24.Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam meriaati 
kewajiban kerja dan larangan sesuai ketentuan hari dan jam kerja 
berdasarkan ketentuan yang berlaku , 

25.Mesin Presensi Elektronik adalah alat yang digunakan untuk 
merekam sidik jari/bagian tubuh lainnya saat masuk dan pulang 
kerja. 

26.Aplikasi E-Activity adalah aplikasi berbasis web milik Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk melakukan 
penilaian terhadap tugas kedinasan Pegawai ASN dan CPNS. 

27.Aplikasi E-Presensi adalah aplikasi yang digunakan untuk 
pengisian daftar hadir dengan rnengguriakari Surat Tugas/Surat 
Pernyataan/Surat Cuti. 

28.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya 
disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN 
yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

29.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang 
disampaikan pegawai ASN dan CPNS. 

30.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang 
selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan 
terhadap Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, 
Pengurus./Penyimpan Barang, Pegawai bukan Bendahara atau 
pengurus/penyin1.pan barang atau pihak ketiga yang telah 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan 
atau barang daerah. 

3 1 .  Kelas J abatan adalah klasifikasi J abatan dalam satuan organisasi 
yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya 
digunakan sebagai dasar pemberiari besaran Tambahan 
Penghasilan. 

32.Penjabat yang selanjutnya disingkat PJ adalah pejabat sementara untuk 
jabatan Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah yang melaksanakan tugas 
pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif. 

33.Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah PNS yang 
ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural 
yang lowong. 

34.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang 
ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena 
pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara. 

35.0perator Perarigkat Daerah adalah Pegawai ASN di Perangkat 
Daerah yang berada di bagian/bidang yang mengurusi 
kepegawaian di Perangkat Daerah yang bertugas menginput data 
pegawai sebagai data pendukung untuk aplikasi e-Activity dan 
e-Presensi. 

36.Hari adalah hari kerja. 
37.Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung 

dari tugas dan fungsi organisasi. 
38.Tugas Tambahan adalah tugas yang tidak termasuk dalam rincian tugas 

pokok, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja. 



39.Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) 
instansi pusat, antar-instanei pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar­ 
instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah dan ke 
perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. 

Pasal 2 
Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman 
dalam Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan 
beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan 
pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai ASN dan CPNS di 
Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal3 
Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah: 
a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan CPNS; dan 
b. meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja Pegawai ASN dan 

CPNS. 

Pasal 4 
Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: 
a. kriteria pemberian TPP; 
b. penetapan besaran TPP; 
c. tim pelaksanaan TPP; 
d. komponen dan penilaian pemberian TPP; 
e. tata cara pembayaran; 
f. pendanaan; dan 
g. pengawasan dan pembinaan; 

BAB II 
KRITERIA PEMBERIAN TPP 

Pasal 5 
(1 )  Dalam melaksanakan tugas, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah 

Daerah dapat diberikan TPP. 
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  diberikan berdasarkan 

kriteria: 
a. beban kerja; 
b. prestasi kerja; 
c. tempat bertugas; 
d. kondisi kerja; 
e. kelangkaan profesi; dan/atau 
f. pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pegawai ASN dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(4) CPNS atau PNS dari instansi pusat yang telah selesai melaksanakan 
tugas di daerah dan mengalami perubahan status menjadi PNS daerah, 
diberikan TPP sesuai kelas jabatan sejak Surat Perintah Melaksanakan 
Tugas diterbitkan. 

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah PNS yang mutasi masuk ke daerah, diberikan TPP setelah 
melaksanakan tugas di daerah selama 6 (enam) bulan sejak Surat 
Perintah Melaksanakan Tugas diterbitkan. 

(6) Dalam hal terdapat PNS mutasi masuk ke daerah melalui pengisian 
jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan/atau sebutan lainnya, 
pembayaran TPP sejak ditetapkan Surat Keputusan mutasi dan 
disesuaikan dengan kelas jabatan yang didudukinya. 



Pasal 6 
(1 )  TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS di lingkungan pemerintah 
daerah yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja 
normal minimal 112 ,5  (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau 
batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan. 

(2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

(3) Khusus untuk Guru PNS yang belum menerima tunjangan 
profesi/ sertifikasi diberikan TPP sebesar Rp. 500.000,-/bulan (lirna 
ratus ribu rupiah) per bulan. 

(4) CPNS dan PPPK diberikan TPP sebesar Rp. 200.000,-/bulan (dua ratus 
ribu rupiah) per bulan. 

(5) Untuk PNS Tugas Belajar diberikan TPP sebesar Rp. 1.000.000/bulan 
(satu juta rupiah) per bulan. 

Pasal 7 
(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi 
kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui 
pimpinan diatasnya. 

(2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan 
keuangan daerah dari besaran basic TPP. 

Pasal 8 
(1)  TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan 
tinggi dan daerah terpencil. 

(2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan indeks TPP 
tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan 
geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di 
wilayah provinsi. 

(3) Indeks kesulitan kelurahan sama dengan indeks kesulitan geografis desa 
terendah di Provinsi. 

(4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas Provinsi paling tinggi 50 (lima 
puluh) persen dari basic TPP Pegawai ASN Provinsi apabila indeks tempat 
bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh). 

Pasal 9 
(1 )  TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas 
dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan dan 
keamanan jiwa seperti: 
a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; 
b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan k:imia 

berbahaya/radiasi/bahan radioaktif; 
c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; 
d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak 

hukum; 
e. pekerjaan in:i satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau 

jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; 
dan/atau 

f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan 
fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya. 



(2) Kriteria TPP berdasarkan konclisi kerja diberikan kepada: 
a. Inspektur; dan 
b. PNS di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. Soedarso. 
(3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubemur ini. 

Pasal 10 
( 1 )  TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang 
melaksanakan tugas pada kriteria berikut: 
a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; 
b. kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang 

memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau 
c. jabatan pimpinan tinggi di Daerah. 

(2) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. PNS dengan Jabatan Fungsional Dokter Sub Spesialis dan Spesialis 

dengan kategori Profesi langka pada Rumah Sa.kit Umum Daerah 
dr. Soedarso; dan 

c. PNS dengan Jabatan Fungsional Dokter Spesialis dengan kategori 
Profesi langka pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan UPT Klinik 
Utama Sungai Bangkong. 

(3) Penetapan penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, 

(4) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 1 1  
(1 )  TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang 
diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jenis TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  meliputi: 
a. insentif pajak daerah; 
b. insentif retribusi daerah; 
c. tunjangan profesi guru; 
d. tunjangan khusus guru; 
e. tambahan penghasilan guru; 
f. jasa pelayanan kesehatan; 
g. honorarium; dan 
h. jasa pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Pasal 12 
TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 )  tidak diberikan kepada 
Pegawai ASN dan CPNS apabila yang bersangkutan: 
a. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu; 
b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan; 
c. berstatus penerima uang tunggu; 
d. menjalani masa persiapan pensiun; 
e. diberikan cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar; 
f. berstatus diperbantukan/ dipekerjakau/ sebutan lainnya pada instansi 

selain instansi Pemerintah Daerah; 
g. dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 
h. telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan 

profesi/ sertifikasi dan/ atau tunjangan khusus yang terkait dengan 
tugasnya sebagai Guru dan Pengawas Sekolah. 
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Pasal 13 
TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pemotongan 
terhadap Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin meliputi: 
a. Tingkat ringan berupa: 

1 .  Teguran lisan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh 
persen) selama 3 (tiga) bulan; 

2. Teguran tertulis, dilakukan pernotongan TPP sebesar lOo/o (sepuluh 
persen) selama 6 (enam) bulan; atau 

3. Pemyataan tidak puas secara tertulis, dilakukan pemotongan TPP 
sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (Sembilan) bulan. 

b. Tingkat sedang berupa: 

1 .  Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dilakukan 
pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen] selama 6 
(enam) bulan; 

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dilakukan 
pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 
(sembilan) bulan; atau 

3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, 
dilakukan pemotongan TPP sebesar 25°/o (dua puluh lima persen) 
selama 12 (dua belas) bulan. 

c. Tingkat berat berupa: 

1 .  Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) 
bulan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 70% [tujuh puluh persen) 
selama 6 (enam) bulan; atau 

2 . Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 
(dua belas) bulan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 70% (tujuh 
puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan. 

BAB III 
PENETAPAN BESARAN TPP 

Pasal 14 
(1 )  Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut: 

a. kelas jabatan; 
b. indeks kapasitas fiskal daerah; 
c. indeks kemahalan konstruksi; dan 
d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. 

(2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan menggunakan rumus (Besaran 
Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal 
daerah) x [Indeks kemahalan Konstruksi] x (indeks penyelenggaraan 
pemerintah daerah). 

(3) Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB IV 
TIM PELAKSANAAN TPP 

Pasal 15 
( 1 )  Tim pelaksanaan TPP ASN diketuai oleh Sekretaris Daerah serta 

sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah terkait. 
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(2) Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah 

bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai 
ASN; 

b. perangkat daerah yang membidangi organisasi bertugas untuk 
melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan 
daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam 
kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi 
dan/ atau pertimbangan objektif lainnya; 

c. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian bertugas untuk 
melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing­ 
masing kelas jabatan; 

d. perangkat daerah yang rnernbidangi hukurn bertugas rnenyusun 
Peraturan Gubernur tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

e. perangkat daerah yeng rnernbidangi perencanaan bertugas untuk 
mernastikan penganggaran terkait TPP; dan/atau 

f. perangkat daerah yang rnernbidangi pengawasan bertugas untuk 
melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pembentukan tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan 
Keputusan Sekretaris Daerah. 

BABV 
KOMPONEN DAN PENILAIAN PEMBERIAN TPP 

Pasal 16 
(1 )  Persentase besaran komponen aktivitas kerja adalah sebesar 70% [tujuh 

puluh persen) dari besaran TPP yang diterirna pegawai ASN dan CPNS. 
(2) Persentase besaran komponen disiplin kerja adalah sebesar 30o/o (tiga 

puluh persen) dari besaran TPP yang diterirna pegawai ASN dan CPNS. 

Pasal 17 
(1)  Penilaian aktivitas kerja dihitung berdasarkan: 

a. pelaksanaan tugas; dan/ atau 
b. penilaian dari atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas 

pegawai yang dipimpinnya. 
(2) Setiap PNS dapat menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada 

bulan Desember tahun sebelumnya. 
(3) Sasaran dan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diinputkan pada aplikasi e-SKP yang datanya akan terintegrasi ke dalam 
aplikasi e-Activity, kecuali terhadap PNS yang TPP nya dibayarkan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). 

(4) Dalam hal aplikasi e-SKP belum optimal maka penginputan sasaran dan 
target kinerja dilakukan ke dalam aplikasi e-Activity, 

(5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana tugas pokok 
dan/atau tugas tambahan, dibuktikan dengan formulir aktivitas kerja 
harian pegawai secara manual atau secara elektronik. 

Pasal 18 
(1 )  Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 17 ayat (5), dihitung berdasarkan indikator menit kerja tiap hari. 
(2) Besaran menit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 510 

(lima ratus sepuluh) menit setiap hari. 
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Pasal 19 
( 1 )  Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (3) dilakukan oleh: 
a. pejabat pimpinan tinggi; 
b. pejabat administrator; 
c. pejabat pengawas; 
d. pejabat fungsional; dan 
e. pelaksana. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
yaitu: 
a. Pegawai ASN Guru yang belum menerima Tunjangan 

Profesi / Sertifikasi; 
b. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan Tugas Belajar; dan 
c. CPNS dan PPPK. 

(3) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi, pelaporan/penginputari aktiyitas 
kerja ke dalam aplikasi dilakukan oleh pegawai yang ditugaskari pada 
Tata Usaha Pimpinan. 

(4) Terhadap PNS mutasi masuk ke daerah membuat laporan aktivitas kerja 
secara aplikasi/manual. 

(5) Aktivitas pegawai dapat dilaporkan/diinput ke dalam aplikasi e-Activity 
setelah pekerjaan selesai dilakukan setiap harinya. 

(6) Batas waktu pelaporan/penginputan laporan aktivitas pegawai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) 
hari pertama pada bulan berikutnya. 

(7) Dalam melakukan perhitungan komponen berdasarkan aktivitas kerja, 
cuti tahunan, cuti alasan penting dan cuti sakit tidak dikenakan 
pemotongan dengan tetap menginput aktivitas dengan keterangan cuti 
tersebut ke dalam aplikasi e-activity. 

(8) Khusus cuti sakit penginputan dapat dilakukan oleh operator/Pengelola 
Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah. ' 

(9) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri dari rincian: 
a. hari/tanggal; 
b. uraian aktivitas kerja pegawai; 
c. jam mulai dan selesai bekerja; 
d. waktu penyelesaian; 
e. data pendukung aktivitas. 

(10) Data pendukung aktivitas sebagaitnana dimaksud pada ayat·(9) huruf e · 
dapat dilampirkan sepanjang diperlukan untuk pelaporan aktivitas 
kerja. 

(3) Pelaporan Zpenginputan aktivitas kerja sebagaimana climaksud pacla 
ayat (1 )  dilaporkan/diinput ke dalam aplikasi e-Activity. 

(4) Dalam hal jumlah menit kerja yang di input telah melebihi 510. (lima 
ratus sepuluh) menit maka kelebihan menit aktivitas tersebut menjacli 
tambahan menit aktivitas hari berikutnya. 

(5) Pemberian TPP berdasarkan aktivitas kerja dihitung dari basil capaian 
Aktivitas Kerja Harian diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan dengan 
rumus: 

Aktivitas Kerja Bulanan= (jumlah menit yang sudah divalidasi dalam 1 bulan) x 100°/o 
(jumlah hari kerja x waktu kerja dalam 1 hari) 

(6) Penginputan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan sebagaimana 
dimaksud pacla ayat (5) clilakukan oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi Komunikasi clan Informatika. · 

(7) Dalam hal realisasi menit kerja melebihi jumlah menit kerja clalam 1 
(satu) bulan maka persentase aktivitas kerja bulanan tetap diberikan 
100°/o (seratus persen). · 
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( 1 1 )  Dalam keadaan tertentu, penilaian aktivitas kerja dilaporkan secara 
manual. 

(12) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 )  antara lain: 
a. sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau 
b. pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi. 

(13) Format Laporan Aktivitas Kerja Pegawai sebagaima.na. dima.ksud pa.da. 
a.yat (12),  terca.ntum dalam Lampiran II yang merupa.ka.n bagia.n tidak 
terpisa.hka.n da.ri Pera.turan Gubernur ini, 

(14) Penggunaa.n la.poran aktivita.s manual untuk pega.wai yang belum 
terda.fta.r dalam sistem a.plika.si diberika.n waktu sampa.i denga.n 3 (tiga.) 
bulan seja.k tangga.l Surat Perinta.h Mela.ksa.na.ka.n Togas diteta.pkan, 
a.pa.bila. sa.mpai dengan bula.n keempa.t dan seterusnya. belum terda.fta.r 
ma.ka. pemba.yaran ta.mba.han pengha.silannya. ditunda. sampai denga.n 
pegawa.i terda.ftar dala.m sistem a.plika.si. 

Pa.sal 20 
( l )  Pemeriksaan/valida.si a.ktivita.s kerja. pega.wa.i dilaksanakan oleh a.tasa.n 

la.ngsung setela.h dilaporkan oleh pega.wa.i. 
(2) Ata.sa.n langsung berta.nggung ja.wa.b a.tas kebena.ra.n la.poran ha.sil 

pela.ksa.na.an tugas pega.wai yang dinilai. 
(3) Ata.san la.ngsung da.pa.t menyetujui ata.u menolak la.pora.n hasil 

pelaksanaan tuga.s pega.wa.i yang dinila.i. 
(4) Dalam ha.l a.ta.san la.ngsung menolak la.poran ha.sil pelaksanaan tugas 

pega.wa.i wa.jib diserta.i ala.sa.n penolaka.n. 
( 5) Lapora.n ha.sil pelaksa.na.an tuga.s yang ditola.k oleh ata.san la.ngsung 

diberika.n waktu 3 (tiga.) ha.ri untuk diperbaiki pa.da. bulan berkena.a.n. 
(6) Dalam hal pega.wai tidak dapa.t menyelesaika.n perba.ikan aktivitas kerja. 

yang ditolak ma.ka. aktivitas tersebut tidak dihitung seba.gai kinerja. pada. 
bulan berkenaa.n. 

(7) Pemeriksa.a.n/va.lida.si oleh ata.san la.ngsung dapa.t dilakuka.n setela.h 
selesa.i dilakukan pela.pora.n/penginputan. Batas waktu 
pemeriksa.a.n/va.lidasi aktivita.s kerja. bula.n berkena.an oleh atasan 
langsung dilaksanakan paling lamba.t 5 (lima.) ha.ri pertama pa.da. bula.n 
berikutnya.. 

(8) Dalam hal melebihi 5 (lima) hari pertama bula.n berikutnya. belum 
diperiksa/ divalida.si maka seluruh aktivitas pega.wa.i bawahannya a.ka.n 
dinya.takan denga.n ketera.ngan diterima.. 

(9) Da.la.m ha.l a.tasa.n langsung tidak memeriksa/memvalida.si aktivitas 
kerja. ba.wa.ha.nnya ta.npa. ala.san yang jelas maka diberikan tegura.n baik 
lisa.n ma.upun tertulis oleh Kepala Perangka.t Da.era.h bagi Pejaba.t 
Administrator sa.mpa.i denga.n Penga.wa.s. 

(10) Bagi Peja.ba.t Pimpina.n Tinggi tidak dilakukan pemeriksaarr/validasi 
terha.dap a.ktivita.s kerja yang dilakukan. 

Pa.sal 2 1  
(1 )  Setia.p Pega.wai ASN dan CPNS wa.jib memenuhi keha.dira.n kerja 

sebanya.k 8,5 (dela.pa.n koma. lima.) jam perha.ri a.tau 42,5 (empa.t 
puluh dua. koma. lima.) jam per minggu. 

(2) Jam kerja. Pega.wai ASN dan CPNS a.dala.h senin - juma.t pukul 07 .15 
WIB sa.mpai dengan pukul 15.45 WIB. 

(3) Kehadiran kerja. seba.gaima.na. dima.ksud pada. a.ya.t (1 )  merupaka.n 
ta.nggung ja.wab ata.san langsung yang bersangkutan seca.ra. 
berjenjang, 

(4) Dikecualika.n dad ketentua.n a.ya.t (2) diata.s pengaturan hari dan jam 
kerja pa.da. bula.n Rama.dha.n, sesuai ketentua.n pera.turan perundang­ 

unda.nga.n. 



(5) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 
dengan merekam sidikjari/bagian tubuh lainnya pada mesin presensi 
elektronik yang dilakukan pada waktu masuk kerja atau waktu 
pulang kerja. 

(6) Dalam ha! mesin presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) mengalami gangguan/rusak atau belum tersedia maka 
pencatatan data kehadiran dapat menggunakan daftar hadir manual. 

(7) Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6), hanya dilakukan untuk kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan, 
terhitung sejak tanggal kerusakan dan dikendalikan oleh Kepala 
Perangkat Daerah. 

(8) Selama kurun waktu 3 (tiga) bulan masih menggunakan daftar hadir 
manual, maka pada bulan keempat dan seterusnya sejak terjadi 
kendala/ridak dapat dioperasikan, pemberian tambahan penghasilan 
pegawai ditunda sampai dengan kendala dapat diatasi. 

(9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
terhadap Perangkat Daerah yang belum memiliki mesin presensi 
elektronik dapat dibayarkan tambahan penghasilannya dengan 
menggunakan daftar hadir manual, 

Pasal 22 
(1 )  Pencatatan kehadiran dengan merekam sidik jari/bagian tubuh 

lainnya untuk masuk kerja dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB 
sampai dengan pukul 07 . 1 5  WIB waktu setempat. 

(2) Pencatatan kehadiran dengan merekam sidik jari/bagian tubuh 
lainnya untuk pulang kerja dilaksanakan mulai pukul 15.45 WIB. 

(3) Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan pencatatan kehadiran 
dengan merekam sidik jari/bagian tubuh lainnya sebelum pukul 
06.00 WIB maka dianggap tidak mengisi presensi. 

(4) Pegawai ASN dan CPNS yang memenuhi kehadiran kerja namun tidak 
berada di tempat tugas ketika jam kerja tanpa seizin atasan langsung 
dianggap terlambat sebanyak 150 menit. 

Pasal 23 
(1)  Dalam keadaan tertentu pengisian e-presensi pegawai ASN dan CPNS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ,  dapat dilakukan 
menggunakan format daftar hadir manual. 

(2) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
dilakukan dalam ha! terjadi keadaan tertentu, meliputi: 
a. sistem dan/atau mesin aplikasi e-Presensi mengalami kerusakan 

atau tidak berfungsi; 
b. pegawai belum terdaftar dalam sistem e-Presensi;dan/atau 
c. terjadi keadaan kahar iforje majeurj. 

(3) Format laporan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 24 

(1) Prosedur pengurangan tambahan penghasilan dari kehadiran kerja 
ditentukan dengan indikator yang meliputi: 
a. terlambat masuk kerja; 
b. pulang lebih awal darijam kerja; dan/atau 
c. tidak hadir. 

(2) Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas atau bekerja di luar 
hari dan/atau jam kerja yang ditetapkan dihitung sebagai petugas 
piket/kerja khusus oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang 
berwenang dengan ketentuan capaian jam kerja kumulatif tidak kurang 
dari kewajiban kehadiran kerja. 
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(3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
berbasis elektronik/manual dilaksanaka.n oleh masing-masing 
Pera.ngka.t Da.era.h. 

(4) Da.la.m melakukan perhitungan komponen berdasarkan dieiplin keria, 
cuti tahunan, cuti a.la.sa.n penting, cuti sa.kit, cuti bersama, cuti 
mela.hirka.n, da.n perja.lanan dina.s lua.r / dalam da.era.h/lua.r negeri da.n 
melaksanakan tuga.s kedina.san lainnya. (dikla.t/workshop/sejenisnya.), 
dihitung seba.ga.i ha.ri ma.suk kerja. dengan mengungga.h dokumen sura.t 
dima.ksud ke dalam a.plika.si e-Presensi yang dilakuka.n oleh 
opera.tor /Pengelola. Kepega.waian masing-masing Perangkat Daerah, 

(5) Pega.wa.i ASN dan CPNS yang terlambat ma.suk kerja. dan/a.ta.u pula.ng 
cepa.t sehingga. tidak melakukan presensi dikarenakan melaksana.ka.n 
tuga.s kedina.sa.n maka. dia.ngga.p ma.suk kerja. denga.n melampirkan 
bukti surat pernya.ta.a.n seba.gaima.na. tercantum pa.da. La.mpiran VI yang 
merupa.kan ba.gia.n tidak terpisahkan da.ri Peraturan Gubernur ini. 

Pa.sal 25 
(1) Prosedur pengurangan TPP da.ri kehadiran kerja. sebagaimana dimaksud 

dalam Pa.sal 24 dilakukan sesuai denga.n ketentua.n sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan ba.gia.n tidak terpisa.hka.n 
da.ri Peraturan Gubernur mi. 

(2) Tida.k ha.dir seba.gaima.na. dimaksud dalam Pa.sa.l 24 a.ya.t ( 1) huruf c, 
dila.kuka.n pengurangan TPP da.ri kehadiran kerja. sebesa.r TPP per ha.ri 
pa.da. bulan berkenaan. 

Pa.sal 26 
Penilaia.n laporan a.ktivita.s kerja. da.n disiplin kerja. pa.da. bula.n Ramadhan 
dan bulan Desember diberika.n nila.i 100% (seratus persen] da.ri komponen 
penila.ia.n. 

BAB VI 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 27 
(1 )  Pega.wai ASN dan CPNS penerima. TPP diteta.pka.n melalui Keputusa.n 

Gubernur. 
(2) Peneta.pa.n sebagaimana dimaksud pa.da a.ya.t ( 1) berdasarkan va.lida.si 

data dan verifikasi ha.sil evalua.si ja.ba.tan da.ri Biro Orga.nisa.si 
Sekreta.ria.t Daerah. 

(3) TPP ba.gi Pegawa.i ASN dan CPNS yang mutasi da.n/a.ta.u mengalami 
peruba.han kela.s jaba.ta.n sebelum tanggal 15, diba.ya.rka.n denga.n 
mengguna.ka.n besa.ran TPP sesuai dengan kela.s ja.ba.tan ba.ru untuk 
bulan berkenaa.n pa.da. unit kerja./ instansi ba.ru sesua.i denga.n 
persenta.se aktivita.s da.n keha.dira.n. 

(4) TPP ba.gi Pega.wa.i ASN dan CPNS yang mutasi da.n/atau mengala.mi 
peruba.han kela.s jabata.n per tanggal 15 dan seterusnya, dibayarkan 
dengan menggunakan besa.ra.n TPP sesua.i dengan kela.s ja.bata.n lama 
untuk bulan berkenaan pada unit kerja/instansi lama sesuai dengan 
persentase aktivitas dan kehadira.n. 

(5) Pembayaran TPP diberikan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya.. 

(6) Dikecualika.n da.ri ketentuan sebagaima.na dimaksud pa.da. a.yat (4) 
untuk pembayara.n TPP pada bulan Desember dapat dibayarkan pada 
bulan berkena.an. 

(7) Perhitungan TPP berdasarkan penilaian aktivitas kerja da.n disiplin 
kerja seba.gaima.na. terca.ntum dalam Lampiran IV yang merupa.ka.n 
bagian tidak terpisahka.n da.ri Peraturan Gubernur ini. 



(8) 

(9) 

( 10) 

Contoh perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
Permintaan pe1:1bayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat Cr\, 
dengan melampirkan: 
a. perhitungan TPP berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan 

Kelangkaan Profesi yang diatur lebih lanjut secara teknis melalui 
Surat Edaran; 

b. surat Pertanggungjawaban Mutlak; 
c. daftar pembayaran TPP; dan 
d. surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai. (jika ada) 
Aktivitas kerja pegawai di upload setiap bulannya melalui link 
kalbar.link/ctl{aktivitas oleh operator/pengelola kepegawaian yang 
ditunjuk di masing-masing Perangkat Daerah. 

Pasal 28 
( 1) CPNS diberikan TPP terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan 

Melaksanakan Tugas sampai dengan terbitnya keputusan 
pengangkatan menjadi PNS. 

(2) TPP bagi Pegawai ASN formasi jabatan fungsional yang belum 
menerima keputusan pengangkatan jabatan fungsional dibayarkan 
sesuai kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan 
Gubernur. 

(3) TPP bagi Pegawai ASN formasi jabatan fungsional dibayarkan sesuai 
nilai TPP kelas jabatannya setelah menerima keputusan pengangkatan 
ke dalamjabatan fungsional. 

(4) Besaran TPP bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 29 
(1)  Pegawai ASN dikenakan pemotongan 1 °/o (satu persen) dari besaran 

tambahan penghasilan yang diterima sesuai dengan kelas jabatannya 
untuk iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah 
(PPU) setiap bulan. 

(2) Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

(3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berlaku sejak 
tanggal 1 Januari 2020. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasal 30 
Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung atau setingkat 
yang merangkap sebagai Pit atau Pih atau Pj menerima TPP tambahan 
sebesar 20°/o (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Pit 
atau Pih atau Pj pada jabatan yang dirangkapnya. 
Khusus Pj Kepala Daerah diberikan TPP tambahan sebesar 20°/o (dua 
puluh persen) dari TPP pada jabatan definitif yang didudukinya. 
Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang diberikan tugas 
tambahan sebagai Plt atau Pih menerima TPP tambahan sebesar 15°/o 
(lima belas persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Pih pada 
jabatan yang dirangkapnya. 
TPP bagi Pejabat dan Pegawai yang merangkap sebagai Pit atau Pih 
atau Pj dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau 
Plh atau Pj. 
Pemberian TPP bagi Pit atau Plh atau Pj sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ) ,  ayat (2) dan ayat (3) diperuntukkan bagi yang menjabat dalam 
jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan. 

PERANGF AT DAElt.AH 

PEM Ali.A.RSA 



(6) Dalam ha! terdapat Pejabat Pengawas dengan kelasjabatan 8 (delapan) 
dan Pejabat Pengawas dengan kelas jabatan 9 (sembilan) dalam satu 
lingkungan unit kerja maka pembayaran TPP bagi Pejabat Pengawas 
dengan kelas jabatan 8 (delapan) disetarakan besarannya dengan TPP 
Pejabat Pengawas dengan kelas jabatan 9 (sembilan) pada unit kerja 
yang bersangkutan. 

(7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
adalah Pejabat Pengawas pada UPT SMA/SMK/SLB dan Pejabat 
Fungsional jenjang Penyelia dan Ahli Pertama yang pembayarannya 
sesuai dengan kelas jabatan yang diduduki. 

(8) Terhadap Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan 
ke dalam Jabatan Fungsional, maka pembayaran TPP pada saat 
menduduki Jabatan Fungsional diberikan sesuai TPP pada jabatan 
administrasi sebelumnya. 

(9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
terhadap Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional yang mengalami 
penurunan jabatan menjadi pelaksana karena kepentingan organisasi, 
diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan yang tercantum dalam 
Keputusan Gubernur. 

(10) Dalam hal terhadap jabatan yang mengalami kenaikan kelas jabatan 
berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, pembayaran TPP sesuai 
kelas jabatan yang baru pada tahun anggaran berikutnya dan sesuai 
kemampuan keuangan daerah. 

BAB VII 
PENDANAAN 

Pasal 31 

Pendanaan dalam pelaksanaan TPP di Daerah bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

BAB VIII 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 32 

(1)  Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembayaran 
tambahan penghasilan dilakukan masing-masing Kepala Perangkat 
Daerah. 

(2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib memastikan 
pemenuhan syarat administratif dan teknis dengan menerapkan 
sistem pengendalian internal secara berjenjang dan memadai. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 33 

(1) Perangkat Daerah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang TPP 
yang spesifikasi teknisnya ditentukan oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi Komunikasi dan Informatika. 

(2) Aplikasi e-Activity dan e-Presensi disiapkan oleh Perangkat Daerah 
yang membidangi Komunikasi dan Informatika. 

(3) Dalam ha] mutasi pegawai Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana 
di lingkungan Perangkat Daerah, maka perpindahan dan atau 
penempatan pegawai pada jabatan yang baru perlu mendapatkan 
persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian. 

,----.---·---�-------'" 



(4) Penerbitan Keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian dalam 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan 
Pengawas dan Jabatan Fungsional harus mencantumkan kelas jabatan 
pegawai sesuai dengan penempatan pada jabatan yang baru dan 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian. 

(5) Penerbitan Keputusan Jabatan Pelaksana yang mengalami mutasi 
harus mencantumkan kelas jabatan pegawai sesuai dengan 
penempatan padajabatan yang baru. 

(6) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan Tentang Pemangku Jabatan 
telah ditetapkan, bagi Pegawai ASN yang belum tercantum pada 
keputusan tersebut dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan 
pada peta jabatan, TPP diberikan sesuai dengan nilai TPP kelas jabatan 
1 .  

(7) Dalam hal PNS mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami 
perubahan kelas jabatan maka pembayaran TPP PNS mutasi 
disesuaikan dengan kelas jabatan baru yang didudukinya. 

(8) Dalam perhitungan komponen TPP, cuti bersama tetap dihitung 
sebagai aktivitas kerja dan hari masuk kerja yang penginputannya 
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan 
Informatika. 

Pasal 34 
( 1 )  Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium 

mengajar dalam hal: 
a. pembebanan anggaran selain anggaran pendapatan dan belanja 

daerah provinsi; atau 
b. telah melampaui kewajiban mengajar di atas 32 (tiga puluh dua) 

jam pelajaran per bulan pada Badan Pengembangan dan Sumber 
Daya Manusia yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah provinsi. 

(2) Kelebihan jam mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b 
ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang membawahi 
Widyaiswara tersebut. 

Pasal 35 
(1 )  Pegawai ASN dan CPNS yang tidak tepat waktu menyampaikan LHKPN 

atau LHKASN, pembayaran tambahan penghasilannya dapat ditunda 
sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan/menunjukkan 
bukti kepada bendahara. 

(2) Pembayaran TPP Pegawai ASN dan CPNS yang dikenakan hukuman 
TP-TGR dialokasikan untuk pembayaran tuntutan ganti rugi yang 
dipotong langsung oleh Bendahara Perangkat Daerah untuk di setor ke 
Rekening Kas Umum Daerah. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 36 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur 
Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahuri 2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 
terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nornor 83 Tahun 
2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 83 ) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

PERANG!l'.AT DAJm./Ul 

PEI R'.AXARS.\ 



Pasal 37 

Peraturan Gubernur ini berlaku terhitung mulai bulan Januari 2023. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal \ � n 

) 

.t GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f 

UTARMIDJI 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal ts [1(),J 

SEKR TARIS DAERAH 
PROV NS! KALIMANTAN BARAT, 

llvh� 

' 
HARISSON 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR '.) 



LAMPIRAN I 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR TAF!UN 2023 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

I. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIS DAERAH 

BesaranTPP 

-�-----------· 
8 --1 

�1 __ R_r_· _40_.o_o_o_o°.o, _ __I 

I 
TPP Berdasarkan Krrteria 

Kelas Behan Kerja Prcatasi Kerja I Kondisi 

I 
Kelangkaan 

No. Jabatan I Basic TPP I Kerja Profesi (84,4o/o x 
{84,4o/c1 x Basic eYo KJ(D x Basic I ((}U KKD x I BasicTPP) 

TPP) TPP) 
Basic TPPI 1 2 3 4 5 6 I 7 

----- 

I 1. 16 Rp. 23.689.823,- Rp. 20.000.000,- 
I - Rp. 20.000.000, 
I 

II. BESARAN TPP UNTUK INSPEKTUR 

I 
-- 

"l 
·--- 

TPP Bcrdusarkan Krneria 

No. 
Kelas 

Basic TPP Behan Kerja Preetasi Kerja I Kondisi Kerja 
Kelangkaa 

Besaran TPP .Jabatan I 

I 
n Profeai 

I (79,7°/o x Basic ((Yo KKD x Basic {3,2o/iJ x Basic (o/o KKl) x 
I TPP) TPP) TPP) 
I Basic TPPL__ 

�------- 
1 2 I 3 4 5 I 6 7 8 

1. 15 I Rp. 18.816.928,- Rp. 15.000.000,- - I Rp. 603.000,- Rp. 15.603.000, 
I 

Ill. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN 
DAN RSUD dr. SOEDARSO 

O.·· 

0, 

0,- 

p 

0,- 

0,­ 

o.. 

0,- 

0,- 

0, 

0,- 

00,- 

00 · _:__,l 

00,- j 
oo.. I 
O,· i 

I No 

•. - 
TPP Berdasarkan Kntena 

Kelus 
Basic TPP 

Behan Kerja 
Prestasr Kerja Kondisi KetJU 

I 
Kelangkaan BesaranTf> 

.Jabatan (79, 7°/o s.d (l,9(Yo s,d Profesi 

_J 323,4°/o x Basic (<!'o KKD x Basic 
2,1°/o x Basic (1Vo ICKL) x Basic 

�1 I 
TPPJ 

TPP) 
TPPJ TPP) - .• 

I 
---- ------ 

2 3 4 5 6 7 8 

11.-- 15 Rp. 18.816.928,- Rp. 15.000.000,- l - Rp. 390.000,- I - Rp. 15.390.0 
2. 14 Rp. 14.325.050,- Rp. 12.500.000,- I Rp. 296.000,- - Rp. 12. 796.0' 

' 3. 13 Rp. 12.856.885,- Rp. l !.000.000,- - Rp. 264.000,- - Rp. 11.264.0 
�--- - �- 4. 12 Rp. 10.280.368,- Rp. 10.000.000,- - Rp. 212.000,- Rp. 10.212.0 

·---- - 5. 1 1  Rp. 7.948.009,- Rp. 9.500.000,- - Rp. 164.000,- - Rp. 9.664.00 
'------ -10! 6. Rp. 6.913.547,- +Rp. 7 .200.000,- - Rp. 143.000,- - Rp. 7 .343.00 

7. 9 Rp. 6.014.015,- Rp. 6.200.000,- Rp. 124.000, · - Rp. 6.324.00 
- 

f 8. 8 Rp. 4.833.700,- Rp. 4.900.000,- - Rp. 98.000,- - Rp. 4.998,00 
- 

I 
1 9  7  Rp. 4.261.855,- Rp. 3.700.000,- - Rp. 88.000,- - Rp. 3. 788.00 

I 10. 6 Rp. 3.703.502,- Rp. 3.600.000,- Rp. 76.000,- - Rp. 3.676.00 
I l !. 5 Rp. 3.088.608,- Rp. 3.500.000,- 1---- Rp. 62.000,- - Rp. 3.562.00 

--·· ---·--· I 12. 4 Rp. 1.830.548,- Rp. 3.400.000,- - Rp. 36.000,- - I Rp. 3.436.00 

�- 3 Rp. 1.512.499,- 
I 

Rp. 3.300.000,- - Rp. 30.000,- - _ Rp. 3.330.00 
I I Rp. 3.250:000,- - 

4. 2 Rp. 1.250.992,� - Rp. 24.0_00,- - I Rp. 3.274.00 
5. l Rp. 989.485,- l Rp. 3.200.000,- I - Rp. 20.000,- - Rp. 3.220.00 
IV. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH 

KECUALI DINAS KESEHATAN DAN RSUD dr. SOEDARSO 

'P 

00,- 

00,- 

-��::� 
oo.. 

oo,- 

00 • 
oo'.-j 

B 
TPP Berdasarkan Kntena 

Kelas 
Basic TPP 

Beban Kerja I Prestaer Kerja Kondiei Kerja I Kelangkaan Besercn 'l'l 
Jabatan (79, 7°,h s.d 

I Profesi 

323,4o/o x Basic (0/o KKD x Basic (IYo KKDx 
\o/(i KKD x Basic 

TPPI I TPP) BasicTPP) 
TPP) 

I 
- 

_J_ __ L_ 2 3 4 5 6 7 8 
- 

I 
- 

!. 15 Rp. 18.816.928,- Rp. 15.000.000,- - - - Rp. l 5.000.0 
·1 - 

2. 14 Rp. 14.325.050,- Rp. 12.500.000,- - - - Rp. 12.500.0 
- -- 3. 13 Rp. 12.856.885,- Rp. 11.000.000,- - - - Rp. 1 l.000.0 

4. 12 Rp. 10.280.368,- Rp. 10.000.000,- - - - Rp. 10.00CJ.O 
5. 11 Rp. 7.948.009,- Rp. 9.500.000,- - - - I Rp. 9.500.0 
6. 10 Rp. 6.913.547,- Rp. 7.200.000,- - 

- - Rp. 7.200.0 
7. 9 Rp. 6.014.015,- Rp. 6.200.000,- - - 

- Rp. 6.200.0 ,_ ---· 
I 8. 8 Rp. 4.833.700,- Rp. 4.900.000,- - I - - Rp. 4.900.0 



I 
. ··- -----····· 9 7 Rp. 4.261.855,- Rp. 3.700.000,- - - - Rp. 3.700.000,- 

--- . -, -·-·----- I Rp. 3.600.ooo,- 10. 6 Rp. 3.703.502,- Rp. 3.600.000,- I - - 

I ! 
- 

[�r: s.soo 000,: 11. 5 Rp. 3.088.608,- Rp. 3.500.000,- - - - 

12. 4 jRp.1:830.548,- Rp. 3.400.000,- I - - Rp. 3.400.000,- 
13. 3 Rp. 1.512.499,- Rp. 3.300.000,- T - - Rp. 3.300.000,- 

I 
- ------� 

i--14. 2 Rp. 1.250.992,- Rp. 3.250.000,- - - Rp. 3.250.0()_?,:_ 
, 15. 1 Rp. 989.485,- Rp. 3.200.000,- I I - - I Rp. 3.200,000.- 

V. BESARAN TPP DOKTER SUB SPESIALIS PADA RSUD dr. SOEDARSO 

p 

I - --- 

' TPP Berdasarkan Kritena I 

Ke las Beban Kerja I Prestaei Kerja Kondisi Kerja Kelangkaan Besaran TP 
No. Basic TPP Profeei 

Jabatan (79,7llO s.d I ((Yo KKD x Basic (1,9°1."J s,d 
(77 ,6o/o s.d 323,41}-0 x Basic 2, 1 o/o x Basic 

TPP) I TPP) 
TPP) 119,7'Yo x Basic 

TPPI 
.___l____ 2 I 3 4 5 6 7 

------ 
R 

I 
- 

i. 15 Rp. 18.816.928,- I Rp. 15.000.000,- - Rp. 390.000,- Rp. 14.610.000,- Rp. 30.000.00 
' 

I 

I 2. 14 Rp. 14.325.050,- Rp. 12.500.000,- - Rp. 296:000,- Rp. 16.220.508,- Rp. 29.016.50 
' 

� "  
-  Rp. 12.856.885,- Rp. 11.000.000,- - Rp. 264.000,- I Rp. 11.054.508,- Rp. 22.318.50 

I -- ··- 12 Rp. 10.280.368,- Rp. 10.000.000,- - Rp. 212.000,- Rp. 10.924.508,- Rp. 21.136.50 
1 1  Rp. 7.948.009,- Rp. 9.500.000,- Rp. 164.000,- Rp. 10.487.508,- Rp. 20.1s1:so 

- 

I 10 Rp. 6.913.547,- Rp. 7.200.000,- - Rp. 143.000,- Rp. 8.277.508,- Rp. 15.620.50 
f---.-.........-�---- 9 Rp. 6.014.015,- Rp. 6.200.000,- - Rp. 124.000,- I Rp. 8.705.508,- Rp. 15.029.50 __ J_ 

··--- 

VI. BESARAN TPP DOKTER SPESIALIS PADA RSUD dr. SOEDARSO 

r I 
--· . TPP Berdasarkan Kriteria 

No. 
Ke las I Basic TPP Beban Kerja Prestasi Kerja 

Kondier Kerja Kelangkaan Beaarar Jabatan (79,7o/o s.d (1,9(Y.1 s,d Profesi 
323,40/i) x Basic ('}h KKD x Basic 

2, 1 °/ox Basic (69{}!) s.d 120,9(}¥! 

l 
TPPI TPP) TPP) xBasicTPP) --- 

4 1 2 3 5 6 7 8 -- 

i. 15 Rp. 18.816.928,- Rp. 15.000.000,- - Rp. 390.000,- Rp. 12.978.000,· Rp. 28.36 
2. 14 Rp. 14.325.050,- Rp. 12.500.000,- Rp. 296.000,- Rp. 14.784.000,- Rp. 27.58 
3. 13 Rp. 12.856.885,- Rp. 11.000.000,- - Rp. 264.000,- Rp. 9.618.000,- Rp. 20.88 

�- -· 
4. 12 Rp. 10.280.368,- Rp. 10.000.000,- - Rp. 212.000,- Rp. 9.488.000,- Rp. 19.70 
5. 1 1  Rp. 7.948.009,- Rp. 9.500.000,- 

-I 
Rp. 164.000,- Rp. 9.051.000,- I Rp. 18.71 

6. 10 Rp. 6.913.547,- Rp. 7.200.000,- - 

J 
Rp. 143.000,- Rp. 6.841.000,- bRp. 14.18 7. 9 Rp. 6._014.015,- Rp. 6.200.000,- I - Rp. 124.000,- �P· 7.269.000,- R})�13).'i9� 

VJ!. BESARAN TPP DOKTER SPESIALIS PADA RSJ PROVINS! 

TPP Berdaearkan Kritcria 

pp 

00,- 
00,- 
00,· 
00,· 

Oo�=- 
---�·- 00.- 

Kelas 

I 
I Beban Kerja ' Kelangkaan 

Jabatan Basic TPP 

I 
{79,7°/iJ s.d Preetasi Kerja I Kondiai Kerja 

Profeai Besaran T 323,4°/o x Basic (0/o Kl<D x Basic I (o/o KKD x 
(69o/o s.d 120,91'.J,O 

TPPI TPP) ; BasicTPP) x Basic TPP) 
I 2 I 3 4 5 6 7 8 

I 15 Rp. 18.816.928,- Rp. 15.000.000,- - - Rp. 13.080.000,- Rp. 28.080.0 
I Rp. 12.500.�-- -- 

- 14 Rp. 14.325.050,- - - Rp. 14.800.000,- Rp. 27.300.0 
- Rp. 20.676'.o 13 Rp. 12.856.885,- Rp. 11.000.000,- - Rp. 9.670.000,- 
12 Rp. 10.280.368,- Rp. 10.000.000,- 

I 
- - Rp. 9.500.000,- Rp. 19.500.0 

1 1  Rp. 7.948.009,- Rp. 9.500.000,- - - Rp. 9.025.000,- �,p. 18.S2.'3_.0 10 Rp. 6.913.547,- Rp. 7.200.000,- I Rp. 6.840.000,- Rp. 14.040.0 
' · j  9  Rp. ':.014.015,- Rp. 6.20_():ooo:::-J - Rp. 7.255.000,- Rp. 13.4t:fs.o 

- ·--·- 

No. 

1 

!. 

VIILBESARAN TPP DOKTER SPESIALIS Pf\DA UPT KLINIK UTAMA SUNGA! Bf\NGKONG 

TPP Berdasarkan Kriteria 
No. 

Kelas BasicTPP Beban Kerja Prestasi Kerja Kondisi Kerja Kelangkaan 
.Jabatan (79,7°/o s.d (°rO KKD x Basic (1,9(Yo s,<l Profeai Beearan TPP 323,4°/o x Basic TPP) 2, 1 °11) x Basic {69°/o e.d 120,9°/o 

TPP) TPPI x Basic TE!:l._ ,____ 
--- ---- 

1 2 3 4 

�� 
6 7 8 

�:1 15 Rp. 18.816.928,- Rp. 15.000.000,- Rp. 390.000,- I Rp. 13.080.000,- Rp. 28.4 ., 

2. 14 Rp. 14.325.050,- Rp. 12.500.000,- Rp. 296.000,- I Rp. 14.800.000,- Rp. 27.596.000,· 
-- 

' 
----· 3. 13 I Rp. 12.856.885,- Rp. 11.000.000,- - Rp. 264.000,- Rp. 9.670.000,- Rp. 20.934.000,- 

-- ··- 4. 12 I Rp. 10.280.368,- Rp. 10.000.000,- Rp. 212.000,- Rp. 9.500.000,- Rp. 19.7 l 2.000,- 
- 

!!ARO Pl!RMTG wr DAEMH 

HU�UTul PEM KA.RSA 
AS!STEN ! S.tt!IIDA. 

7h 
·---- 



00,- Rp. 9.025.000,- j Rp. 18.689.000,=-l -o"', _-'-R-'p'-.-6-.-s4_o o_o_o"', _-'-R�1�,.-::_1-_4 ._1_s3_.ooo.::__j 
0,- Rp. 7.255.000,- Rp. 13.579.000.· ..::.:__L_c=_:_::::.:.:.:.::.:c:c__1_ ---- 

I 5. T 11 Rp. 7.948.009,- Rp. 9.500.000,- 
I 

Rp. 164.0 
I 6. l 10 Rp. 6.913.547,- Rp. 7.200.000,- - Rp. 143.00 
1-� 9 Rp. 6.014.015,- Rp. 6.200.000,- - 

--::J Rp. 124.00 I 7: 

IX. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN 
DAE RAH 

I TPP Berdaearkan Kriteria Beban Kerja 
I 

Kelangkaan 1·· 
··---- 

No. Kelas Basic TPP Prestasi Kerja Kondist Kerja Jabatan (45,9o/o s.d Profesi Besaran TPl> 
194<Yo x Basic 

(O,'o ICI(D x Basic (O,iJ KJ(D x ('Yo KKDx Basic TPPl TPP) BasicTPP) TPPI - " ·--�-· 
1 2 3 4 5 6 7 8 1. 15 Rp. 18.816.928,- Rp. 8.640.000,- - - 

Rp. 8,640.000,- 2. 14 Rp. 14.325.050,- I Rp. 8.400.000,- . 

I 
- I - Rp. 8.400.000,- � -·- 

-- --- 
-- 3. ]3 Rp. 12.856.885,- Rp. 6.360.000,- - 

I 
Rp. 6.360.000,- 

i 
--· 4. 12 Rp. 10.280.368,- Rp. 6.000.000,- - I Rp. 6.000.000,- 

I 5. 
I 

··-------] 11 Rp. 7.948.009,- Rp. 5.700.000,- 
- - . Rp. 5. 700.9:i�::_-- 

- 

� I� 10 Rp. 6.913.547,- Rp. 4.320.000,- . 
- - Rp. 4.320.900::__l 

... 

7. 9 Rp. 6.014.015,- Rp. 4.140.000,- - - . Rp. 4.140.000.· 
- 

I I 
- 

8. 8 Rp. 4.833.700,- Rp. 2.400.000,- - - Rp. 2.400.000,- 
.. 

I 
--- 9 7 Rp. 4.261.855,- Rp. 2.220.000,- - - I 

- 
Rp. 2.220.000,- ' 

--------- 

1__1_:l:_ 6 Rp. 3.703.502,- Rp. 2.160.000,- - i - Rp. 2. 160.000,- 
------- 1 1 .  5  Rp. 3.088.608,- Rp. 2.100.000,- 

- - 
Rp. 2.100.000,- 

12. 4 Rp. 1.830.548,- Rp. 2.040.000,- . 
- - Rp. 2.040.000-:-:- 13. 3 Rp. 1.512.499,- Rp. 1.980.000,- - --� 

Rp. 1.980.000,_-··- 14. 2 Rp. 1.250.990 Rp. 1.950.000,- - - Rp. 1.950.000,- 15. 1 Rp. 989.485,- I Rp. 1.920.000,- - I - Rp. 1. 020.000;:-·- 
- 

-- 

X. BESARAN TPP BAGI PNS TUGAS BELAJAR 

1 2 3 

�-L--R�p_._98_9_._48_5�,_-____J_ 00," 
'P 

--- - 
TPP Berdasarkan Kriteria 

Beban Kerja Preetasi Kerja I Kondisi Kerj a 
Kelangkaan 

Besaran Tl Profesi (101,PYo x Basic (o/o KKD x Basic I (0/o KKD x (0/o KKD x Basic 
I TPPJ TPP) I Bas1cTPP) 

--- 
TPP) 

' 4 i 5 6 7 I 8 

Rp. 1.000.000,- I - I Rp. 1.000.0 
·-·- 

Basic TPP Kelae 
Jabatan 

No. 

XL BESARAN TPP BAGI CPNS DAN PPPK 

Bas1cTPP No. Kelas 
Jabatan 

I 

H 
1 

1. 

TPP Berdasarkan Kriteria � �-------1 Beban l"et�J·a p t · J" · K di · 1• Kelangkaan .\. res asi \.CJJa on 1s1 verja Profeai Besaran TPP j (20,2�/o x Basic (0/o KKD x Basic (0/o KKD x TPP) TPP) Basic TPPJ (o/o KKD x Basic 
3 -j 4 1----s=----l ·--6----1----'T"-P-'-;L- B __ .. ---j 

_R_,p_._9_s_9_._4_s5_,_- __ Jj_R_p_._2_0_0_.o_o_o_,-_...,l __,_ L - __j . Rp. 200.000,- _ 

XII. BESARAN TPP BAGI GURU PNS YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI/SERTIFIKASI 

-·-1 

" i 
O,�j 

TPP Berdaearkan Kriterra 
Basic TPP Beban Kerja Prestasr Kerja Kondisi Kerja Kelangkaan 

Beearan T Profesi (50,5°/o x Basic (010 KKD x Basic (0/o KKDx 
(1Yo KKD x Basic TPPJ TPP) Basic TPP) - --- 

-�1 - 
TPP) 

------ 

- 
3 4 5 6 7 8 

p. 989.485,- Rp. 500.000,- I - - Rp. 500.00 
- 

Kelas 
Jabatan No. 

1 

ri:- 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR TAHUN 2023 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAl APARATUR SIPIL NEGARA 

CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAl 

BERDASARKAN PENILAlAN CAPAIAN KINERJA PEGAWAl 

• Keterangan Penilaian Aktivitas Kerja Pegawai : 

Rum us (Standar TPP x 70%) x (Wa.ktu Penyelesaian Kerja : Waktu Efektif 

Kerja Maksimal Pada Bulan . . . .  x  100%) 

Contoh perolehan besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan penilaian 
Aktivitas Kerja pegawai pada bulan Maret (20 hari kerja = 10.200 Menit): 
- Aktivitas Menit Kerja Pegawai bulan Maret : 9.200 Menit 

PNS A berada di kelas jabatan 5, dengan standar tambahan penghasilan pegawai 
sebesar Rp. 3.500.000,- 
Pada bulan Maret penilaian Produktivitas Kerja pegawai A = 9.200 menit, 
jadi (9.200/ 10.200) x 100% = 90,2o/o, ma.ka besaran tambahan penghasilan yang 
diperoleh PNS A, yaitu : (Rp. 3.500.000,- x 70%) x 90,2% = Rp. 2.450.000,- x 

90,2% = Rp. 2.209.900,- 

• Keterangan Penilaian Disiplin Kerja: 

Rum us = (Standar TPP x 30%) - Besa.ran Potongan Disiplin Kerja 

Penilaian kehadiran : 

Besa.ran maksimal/bulan = Standar TPP x 30% = Rp. 3.500.000,- x 30% 

= Rp. 1.050.000,- 
Besaran maksimal/hari = besaran maksimal per bulan: jumlah maksimal hari 
kerja pada bulan Maret 

=Rp. 1.050.000 : 20 = Rp. 52.500,� 
Terlambat tanggal 3 Maret= 45 menit (1 %) = 1 % x Rp. 52.500,- = Rp. 525,­ 
Terlambat tanggal 13 Maret= 5 men.it (0,5%) = 0,5% x Rp. 52.500 = Rp. 263,­ 
Terlambat tanggal 15 Maret= 3 menit (0,5%) = 0,5%x Rp. 52.500 = Rp. 263,­ 
Terlambat tanggal 16 Maret= 4 menit (0,5%) = 0,5%x Rp. 52.500 = Rp. 263,­ 
Terlambat tanggal 22 Maret= 5 menit (0,5%) = 0,5% x Rp. 52.500 = Rp. 263,­ 
Terlambat tanggal 27 Maret= 5 menit (0,5%) = 0,5%x Rp. 52.500 = Rp. 263,-+ 

Besaran Potongan Disiplin Kerja = Rp. 1.840,­ 

Jumlah besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja adalah sebesar: 

= Rp. 1.050.000 - Rp. 1.840 = Rp. 1.048.160,- 
Total TPP pada Bulan Maret sebesar Rp. 3.258.060- x 5% Pph = Rp. 162,903,­ 
Total yang diterima sebesar Rp. 3.095.157,- 
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LAMPIRAN VI 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR TAHUN 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

Contoh Surat Pemyataan Keterlambatan Masuk kerja dan/ atau Pulang Cepat 
Sehingga tidak melakukan presensi Dikarenakan Melaksanakan Togas Kedinasan 

K e p a d a  :  

Yth. Kepala SKPD 

di- 
T E M P A T  

1 .  Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Unit Kerja 

menyatakan bahwa pada Hari , Tanggal , saya 

terlambat masuk bekerja dan/atau pulang cepat '"), sehingga tidak 

melakukan perekaman sidik jari dikarenakan melaksanakan tugas 

kedinasan. 

2. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya . 

.. , , , 20 . 

Mengetahui, 

( Atasan Langsung/Keoala SKPD) 
NIP. 

") coret yang tidak perlu 

Yang membuat pernyataan, 

( Pegawai yang bersangkutan ) 
NIP. 

fv GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,f 
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